
 
 
 
 
 
 

BUPATI NGAWI 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR 4 TAHUN  2012 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NGAWI, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan penyeberangan di air seiring bertambahnya 
volume penumpang yang memanfaatkan jasa penyeberangan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 19 Tahun 
1998 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Penyeberangan di Air.  

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran 
Negara   Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,  Tambahan 
Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun  2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,  Tambahan Lembaran 
Negara   Republik Indonesia Nomor 4849); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5145); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di 
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5161); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi 
Tahun 1987 Nomor 07 ); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor  07); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngawi tahun 2008    Nomor 08); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

dan  

BUPATI NGAWI 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  PENYEBERANGAN      

DI AIR. 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 
3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. 
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. 
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6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang–undangan. 

7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air 
beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri 
oleh garis sepadan. 

8. Retribusi Penyeberangan di Air, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah 
retribusi sebagai pembayaran atas pembayaran penyeberangan orang dan/atau 
kendaraan dengan menggunakan sarana penyeberangan di atas air yang dimiliki dan 
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan 
oleh Kepala Daerah. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

17. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi . 
 
 

BAB II 
NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di  Air, di pungut retribusi sebagai pelayanan 
penyeberangan orang dan/atau kendaraan dengan menggunakan kendaraan di air yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau 
barang dengan  menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan 
penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
 

Pasal  4 
 

Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan 
penyeberangan di atas air.  

 
Pasal  5 

 
Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi yang menurut peraturan 
perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ,termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air. 

 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal   6 

 
Retribusi Penyeberangan di Air termasuk jenis retribusi jasa usaha. 

 
 

BAB  IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  

 
Pasal   7 

 
Tingkat penggunaan jasa penyeberangan air diukur berdasarkan frekuensi dan jenis 
pelayanan (orang, sepeda motor dan sepeda). 

 
 
 
 
 
 
 


